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ABSTRAK 
VIVILIA AGNATA MUDI (B 111 11 002), Tinjauan Kriminologi Terhadap 
Pelanggaran Pasal 83 Undang-Undang Pemilu Legislatif yang Terjadi di 
Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2014 dibawah bimbingan H.M. 
Muhammad Said Karim sebagai Pembimbing  dan Amir Ilyas sebagai 
pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
pelanggaran kampanye diluar jadwal dalam Pemilu Legislatif serta upaya-upaya 
yang dilakukan untuk menanggulanginya. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah SULSELBAR dan 
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan 
wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani kasus pelanggaran 
pemilu legislatif serta Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi 
Selatan dan juga meneliti peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang didapatkan, dapat 
disimpulkan bahwa pelanggaran kampanye di luar jadwal bukan sepenuhnya 
dilakukan oleh caleg yang bersangkutan saja, tetapi terdapat beberapa faktor 
lain yang menjadi penyebab seperti faktor lokasi, lingkungan, serta upaya-
upaya apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Badan 
Pengawas Pemilu untuk menanggulangi seperti diadakannya pengawasan 
berupa pencegahan dan penindakan. Adapun saran yang dapat penulis 
rekomendasikan yakni yang paling utama dalam pencegahan agar dilakukan 
secara terpadu dan dilakukan terus-menerus, dan dalam pengawasannya lebih 
ditingkatkan serta dalam hal penindakan sebaiknya juga dilakukan 
penangkapan agar tercipta pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur 
dan adil sesuai dengan asas pemilu yang berlaku.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini jelas dituangkan dalam 
Pasal 3 UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Negara. 
Indonesia merupakan Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah 
India dan Amerika, dimana pemilihan kepala Negara dan kepala daerah 
serta anggota legislatifnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 
pemilihan umum (Pemilu).Pemilihan umum merupakan perwujudan 
penyelenggaraan kedaulatan rakyat sebagai sarana yang 
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
UUD NRI 1945.1 
Kedaulatan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 
1945 berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuatu yang tertinggi 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan berada di 
tangan rakyat memberikan suatu pengertian bahwa rakyat memegang 
kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan pada dasarnya memiliki tanggung jawab, hakdan kewajiban 
                                                             
1
Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum 
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untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk 
pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat 
dan memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan 
melalui Pemilu. Selain itu, kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak 
asasi manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
menunjukkan jaminan hak memilih yang melekat pada Warga Negara 
Indonesia (WNI).   
 Baru saja Negara Indonesia melaksanakan dua kali pesta 
demokrasi, yaitu pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden. Pemilihan 
umum Presiden diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, dan 
Pemilihan Umum Anggota Legislatif diatur dalam Undang-Undang No. 8 
Tahun 2012.  
Pemilu diselenggarakan untuk menjamin sistem keterwakilan, 
yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang 
duduk di lembaga perwakilan yang akan mewakiliaspirasi rakyat di setiap 
tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Pemilu anggota 
DPR, DPD dan DPRD pada dasarnya merupakan salah satu siklus 
kekuasaan lima tahunan dalam praktik ketatanegaraan menurut UUD 
NRI 1945 dan juga merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses 
bernegara untuk memilih wakil rakyat dan untuk mengawasi jalannya 
pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan. 
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Pemilu merupakan salah satu cara bagi para calon Presiden dan 
calon anggota legislatif untuk bisa menjadi Presiden maupun menduduki 
kursi anggota legislatif. Pemilu itu sendiri harus dilaksanakan dengan 
jujur, tanpa paksaan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku.  
Pemilu yang terselenggara secara langsung, jujur dan adil 
merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang 
berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan 
legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan 
berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif 
dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelengaraan 
pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diatur dalam UU No. 8 Tahun 
2012. UU No. 8 Tahun 2012 ini lebih komprehensif dan sesuai untuk 
menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan 
pemilu.  
Pada pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 masih 
menimbulkan beberapa kasus tindak pidana pemilu,yaitu terdapat 12 
jenis kasus yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia diantaranya 
Panitia Pengawas Pemilu (PPS) tidak menyerahkan kotak suara tersegel 
sebanyak 2 kasus, menggunakan fasilitas pemerintah sebanyak 7 kasus, 
memalsukan ijazah sebanyak 11 kasus, ubah, rusak/hilangkan berita 
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acara dan rekap hasil suara sebanyak 11 kasus, sebabkan orag lain 
hilang hak pilih sebanyak 15 kasus, rusak/hilangkan hasil suara 
sebanyak 15 kasus, coblos gunakan identitas orang lain sebanyak 29 
kasus, larangan kampanye sebanyak 48 kasus, mencoblos lebih dari 
satu kali sebanyak 50 kasus, sebabkan suara pemilih tidak bernilai 
sebanyak 52 kasus dan money politic sebanyak 84 kasus. Dan 
kampanye diluar jadwal sebanyak 24 kasus2 
Berbagai jenis pelanggaran dilakukan oleh para calon anggota 
legislatif agar mendapatkan banyak suara pada saat pemilu. Salah 
satunya di Provinsis Sulawesi Selatan, para caleg melakukan kampanye 
sebelum waktu yang telah ditetapkan atau melakukan kampanye diluar 
jadwal.  
Praktik kampanye diluar jadwal biasanya dilakukan agar para 
calon  sudah dikenal terlebih dahulu oleh pemilih dibandingkan dengan 
calon yang lainnya. Beberapa bentuk kampanye tersebut dilakukan 
dengan berbagai cara, yaitu memasang poster/umbul-umbul disepanjang 
jalan ataumembagikan kartu nama/stiker kepada para warga, hingga 
pembagian makanan dan sembako pada masa tenang.Padahal, pada 
pasal 83 UU No 8 Tahun 2012 jelas dituliskan bahwa kampanye pemilu 
legislatif dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu 
                                                             
2
Kapolri.2014. Paparan Kapolri Kesiapan Polri Dalam Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden,hlm. 4 Diakses dari http:// kesbangpol. kemendagri.go.id/files_ uploads/Paparan_ Kapolri.pdf  [8 
Oktober 2014] 
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ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa 
Tenang dan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari. 
Praktik kampanye diluar jadwal biasanya dilakukan oleh para 
simpatisan kader partai, bahkan oleh caleg sendiri yang dimaksudkan 
untuk mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya, dikarenakan 
adanya persaingan antara caleg dari partai politik yang sama maupun 
dari partai politik yang berbeda. Sehingga, kampanye diluar 
jadwaldikategorikan sebagai masalah serius dalam pemilu legislatif. Hal 
tersebut dikarenakan kampanye diluar jadwalmemiliki dampak buruk 
bagi pemilu legislatif dan penguatan demokrasi. 
Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat penting kiranya untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 
kampanye diluar jadwal.. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Pasal 83 Undang-Undang 
Pemilu Anggota Legislatif Yang Terjadi Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada 
Tahun 2014” 
 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
6 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalah 
 sebagai berikut: 
1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pasal 83 
Undang-Undang Pemilu Anggota Legislatif yang terjadi di Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tahun 2014? 
2. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk 
menanggulangi terjadinya pelanggaran pasal 83 Undang-Undang 
Pemilu Anggota Legislatif  yang terjadi di Provinsi Sulawesi 
Selatanpada tahun 2014? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk: 
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 
pelanggaran selama Pemilu Anggota Legislatif 2014 di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran pasal 83 
Undang-Undang Pemilu Anggota Legislatif yang terjadi di Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tahun 2014. 
 
 
Adapun manfaat yang ingin diberikan melalu penelitian adalah: 
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1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi acuan 
mengenai kampanye diluar adwal pada penyelenggaraan pemilihan 
umum anggota legislatif. 
2. Manfaat Parktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang 
lebuh bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahan 
permasalahan mengenai kampanye diluar jadwal pada 
penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif.  
8 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Secara etimologis kriminologi berasal dari kata  “Crimen” yang 
berrarti kejahatan dan “Logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu 
pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu / pengetahuan tentang 
kejahatan. 3 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang 
berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, 
dan psikologi. Istilah yang dipakai sebelumnya adalah “antropologi 
criminal”.4 
Adapun beberapa pengertian tentang Kriminologi menurut para 
ahli, yaitu: 
a. Edwin H.Sutherland, Criminology is the body of knowledge regarding 
delinquency and crimes as social phenomena(Kriminologi adalah 
kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan 
kejahatan sebagai gejala sosial).5 
                                                             
3 I.S. Susanto, 1991, Diktat kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 
hlm.1. 
4 A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.1. 
5Ibid 
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b. W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.6 
Bonger membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang, yakni: 
a. Criminal Antropology, merupakan ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat(somations), dan ilmu ini memberikan suatu 
jawaban atas pertanyaantentang orang jahat dalam tubuhnya 
mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada 
hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. 
b. Criminal Sociology, ilmu pengetahuantentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat, pokok utamanya adalah sampai 
dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
c. CriminalPsychology, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yakni suatu ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa atau “urat syaraf”. 
e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum 
pidana. 
c. J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menemukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat.7 
                                                             
6Ibid. hlm. 2 
7Ibid 
10 
d. WME. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya.8 
e. Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social.9 
f. Michael dan Adler, kriminologi adalah keseluruhan keteranagn 
mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka 
secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib 
masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.10 
g. Van Bemelen, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, 
yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan 
yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.11 
h. Frij, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, 
bentuk, sebab, dan akibatnya.12 
i. Moelijatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan, kelakuan jelek, serta orang-orang yang bersangkutan 
pada kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran,artinya perbuatan 
menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas 
yang merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan 
sehari-hari. 
                                                             
8Ibid.  
9 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10 
10Ibid. hlm. 12 
11 H.M Ridwan dan Edirman, 1994, Azas-Azas Kriminologi, USU Press, Medan,hlm. 1 
12Ibid. hlm. 1 
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 Berdasarkan berbagai definisi tentang kriminologi tersebut 
diatas, definisi kriminologiyang dikaitkan dengan pengembangan 
kriminologi di Indonesia berakarpada sosiologi. Dalam konteks ini, 
kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang : a) 
perumusan social pelanggaran hukum, penyimpangan social, 
kenakalan dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku dan sebab 
musabab terjadinya pola tingkah laku termasukdalam kategori 
penyimpangan social, pelanggaran hukum, kenakalan, dan 
kejahatan yang ditelusuri pada bekerjanya pengaruh social 
budaya;c) pola dan peran korban kejahatan bagi munculnya suatu 
peristiwa kejahatan, serta kedudukan korban kejahatan dalam 
hukum dan masyarakat; d) pola reaksi socialformal,informal, dan 
non-formal terhadap penjahat, kejahatan,dan korban kejahatan. 
Dalam pengertian tersebut, ruang lingkup kriminologi termasuk 
melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi 
manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi 
manusia dan kesejahteraan sosial. 
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2.  Ruang LingkupKriminologi 
 Menurut Van Bemmelen, kriminologi adalah suatu ilmu yang 
mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila. 
Ruang Lingkup ysng dimaksud adalah: 
a. Kejahatan 
b. Pelaku kejahatan 
c. Reaksi masyarakat tentang kejahatan dan pelaku kejahatan 
 Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat 
dikatakan kejahatan apabila perbuatan tersebut mendapatkanreaksi 
dari masyarakat berupa hukuman atau sanksi. 13 
 
B. Pengertian Pelanggaran 
 Istilah pelanggaran berasal dari kata “langgar”. Istilah pelanggaran 
secara terminologi berarti perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana oleh Undang-Undang Pidana ditentukan lebih ringan 
pidananya daripada kejahatan. 14 
 Pengertian pelanggaran diatas hamper sama dengan pengertian 
pelanggaran yang terdapat dalam kamus hukum, yaitu pelanggaran 
adalah tindalk pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari 
kejahatan.15 
                                                             
13 Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, PT. Reflika Aditama, Bandung.hlm. 9 
14 Andi Hamzah, Terminologi, Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika 2009, hlm.95. 
15 Michael R. Purba, Kamus Hukum, Jakarta: Widyatama 2009, hlm.317. 
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 Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, langgar 
berarti bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan. 
Sedangkan kata melanggar sendiri berarti menabrak; melawan; 
menyalahi; melewati; melalui secara tidak sah; melanda; menyerang; 
saling melanggar.16 
 Menurut Rusly Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo, pelanggaran 
adalah delik Undang-undang (wetschending) yaitu perbuatan yang 
sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-
undang yang menentukannya.17 
 Pelanggaran undang-undang (wetschending) adalah perbuatan 
yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-
undang, misalnya orang yang melanggar larangan, atau tidak 
melakukan kewajiban hukum pidana. 
 Sedangkan pelaku pelanggaran disebut “pelanggar” (overtreder, 
law breaker) yaitu orang yang melakukan pelanggaran undang-
undang pidana.18 
 Secara umum, KUHP kita memiliki sistematika pembagian 
kategori tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Undang-
undang hukum pidana kita dalam hal ini KUHP terbagi atas tiga buku, 
yaitu buku I membahas masalah ketentuan umum (Algemene 
                                                             
16 Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher 2006. 
17 Rusly Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo Asas-asas HUkum Pidana, Ujung Pandang: Lembaga 
Percetakan dan Penerbit UMI, 1989, hlm.74. 
18 Andi Hamzah. Op,cit, hlm.96. 
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Bepalingen) dimulai dari Pasal 1 s/d 103,selanjutnya buku II 
membahas  mengenai kejahatan (overtredingen) mulai dari Pasal 104 
s/d 488, dan terakhir buku III membahas mengenai pelanggaran 
(overtredingen) dari Pasal 489 s/d 569 KUHP. 
 Achmad Ali membedakan antara kejahatan dan pelanggaran: 
 “Bagi hukum positif kita di Indonesia, kejahatan adalah delik 
pidana yang diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran 
adalah delik pidana yang diatur dala buku III KUHP. Diluar KUHP 
masih terdapat undang-undang yang terpisah dalam bidang hukum 
pidana, dimana di dalamnya  secara tegas diatur mana yang 
merupakan pelanggaran dan mana yang merupakan kejahatan.”19 
 
Lebih jauh lagi Ia memberikan masing-masing contoh perbuatan 
yang merupakan pelanggaran dan kejahatan: 
 “Seorang pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan 
helm, hanya melakukan pelanggaran. Sedangkan seorang melakukan 
pembunuhan, melakukan kejahatan. Orang yang melakukan 
pembunuhan, andaikata pun secara tidak tegas pembunuhan dilarang 
oleh undang-undang, namun dalam perasaan pembunuh pasti merasa 
bersalah. Berbeda halnya dengan tidak mengenakan helm tadi, 
seandainya undang-undang tidak mewajibkan pengendara sepeda 
motor mengenakan helm, maka si pengendara tadi pasti tidak merasa 
bersalah jika tidak mengenakan helm.”20 
 
 
 
                                                             
19 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Bandung: Penerbit Chandra 
Grafika Pratama, 1996, hlm.249. 
20Ibid, hlm.250. 
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A.S. Alam menggolongkan kejahatan dan pelanggaran 
berdasarkan berat ringannya ancaman pidana.21 
1. Kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku       
ke-II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll. 
2. Pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku 
ke-III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai 
jimat pada waktu ia harus member keterangan dengan 
bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 
10 hari atau denda. Pelanggaran dalam bahasa Inggris disebut 
misdemeanor. Ancaman hukum denda saja. Contohnya banyak 
terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas. 
 Dari penjelasan dan contoh di atas, kita dapat menyimpulkan 
bahwa baik kejahatan maupun pelanggaran, merupakan sama-sama 
delik. 
 Seringkali dalam peristilahan perbuatan melanggar hukum 
disepadankan dengan perbuatan melawan hukum (unlawfulness). 
Digunakan istilah unlawfulness karena adanya perbedaan pendapat 
dalam pemakaian istilah. Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar 
                                                             
21 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm.21-22. 
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menggunakan istilah “onrechmatige daad” sebagian lagi 
menggunakan istilah “wederrechtelijk”22 
 Unlawfulness dalam bahasa Inggris dapat disinonimkan dengan 
illegal. Para pakar menggunakan istilahnya sendiri. Lamintang 
menggunakan istilah “tidak sah”, Hazewinkel-Suringa memakai istilah 
zonder bevoegdheid (tanpa kewenangan), sedangkan Hoge Raad 
memakai istilah zonder eigenrecht (tanpa hak).23 
 
C. Pemilu Legislatif 
1. Pengertian Pemilu Legislatif 
 Menurut H.M. LAica Marzuki, pemilihan umum merupakan 
mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem langsung, 
umum, bebas, jujur dan adil,hal ini sejalan dengan substansi UUD 1945 
Pasal 22 E Ayat (1) dan (2).24 
 Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah 
adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan 
berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan Pengertian 
Pemilu menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik 
                                                             
22 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.44. 
23Ibid, hlm.44. 
24 Dedi Mulyadi, Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia, 
Banung: Refika Aditama, 2013, hlm.54. 
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untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara dalam 
proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.25 
 Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasara Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu maka: 
a. Akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur 
setiap lima tahun. 
b. Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kulaitas 
penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil. 
 Dalam pemahaman pengertian Pemilu yang lebih sederhana 
disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, yang mengartikan Pemilu 
merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem 
yang bersifat langsung. Dan yang tidak kalah ringannya tentang 
pengertian Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih 
orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.26 
 Setiap penyelenggaraan Pemilu pada umumnya diadakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Demikian 
                                                             
25Ibid, hlm.57. 
26Ibid, hlm.58 
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halnya untuk penyelenggaraan Pemilu yang akan diadakn pada tahun 
2014 bukan didasarkan peraturan perundang-undangan yang 
digunakan padapenyelenggaraan Pemilu pada tahun 2009. 
Penggunaan peraturan perundang-undangan yang berbeda tersebut 
pada dasarnya merupakan perwujudan dari penyelenggaraan Pemilu 
yang lebih baik dan demokratis.  
 Adapun peraturan perundang-undangan tentang 
penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2014 sebagai fondasi utama 
sebagai berikut: 
a. UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 
b. UU. No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. (Pemilu Legislatif) 
 Yang dimaksud dengan Pemilu Legislatif bberdasarkan UU No. 8 
Tahun 2012, secara eksplisit dirumuskan dalam pasal1 angka 2 yang 
berbunyi: 
 “Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu 
untukmemilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 
Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.” 
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 Pemilu anggota legislatif pada dasarnya merupakan salah satu 
siklus kekuasaan lima tahunan dalam praktik ketatanegaraan menurut 
UUD 1945. Pemilu Legislatif merupakan sarana kedaulatan rakyat 
dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat untuk mengawasi 
jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima 
tahunan. Amanat yang demikian dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 
ayat (2) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan kedaulatan rakyat 
dilaksanakan menurut Undang-undang, yang berarti kedaulatan rakyat 
yang diwujudkan melalui pemilu dilaksanakan berdasarkan undang-
undang, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, yang 
memberikan suatu pengertian bahwa rakyat pemegang kekuasaan 
yang tertinggi dalam suatu Negara. 
 Asas kedaulatan rakyat, maka rakyatlah pemilik kedaulatan, 
artinya rakyat menjadi titik sentral proses bernegara. Berdasarkan asas 
kedaulatan rakyat ini, maka rakyatlah pemegang dan sumber 
kekuasaan, artinya rakyat menjadi hulu dan muaranya kekuasaan 
dalam suatu Negara.27 
 Pembatasan kekuasaan melalui siklus lima tahunanmerupakan 
konsekuensiadanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan UUD 1945. Asas kedaulatan rakyat yang telah diakui 
sebagai paham demokrasi di Indonesia, maka rakyat sebagai 
                                                             
27 Roni Wiyanto, Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD,dan DPRD, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm.3. 
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pemegang kedaulatan pada dasarnya memiliki tanggung jawab, hak 
dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan 
memberntuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh 
lapisan masyarakat dan memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya 
pemerintahan melalui Pemilu. Pemilu inilah merupakan periodisasi 
pembatasan kekuasaan lima tahunan yang diamanatkan UUD 1945 
yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. 
 Yang dimaksud Pemilu Legislatif dilkasanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yaitu; 
Pertama, langsung yang berarti pemilih harus memberikan suaranya 
dilakukan secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. 
Kedua, umum yang berarti Pemilu dapat diikuti oleh seluruh Warga 
Negara Indonesia yang sudah mempunyai hak untuk menggunakan 
suaranya atau hak pilihnya. 
Ketiga, bebas yang berarti pemilih dalam memberikan suaranya pada 
saat pemungutan suara dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun. 
Keempat, rahasia yang berarti pemilih dalam memberikan suaranya 
bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih sendiri. 
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Kelima, jujur yang berarti pemilu harus dilaksanakan sesuai peraturan 
untuk menjamin bahwa setiap warga Negara yang mempunyai hak 
dapat memilih seusai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih 
mempunyai nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan 
terpilih. 
Keenam, adil yang berarti peserta Pemilu dan pemilih diperlakukan 
sama, tanpa ada pengistimewaan maupun diskriminasiterhadap 
peserta Pemilu dan pemilih tertentu. 
 
2. Tujuan Pelaksanaan Pemilu Legislatif. 
 Salah satu ciri Negara demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu 
Legislatif dalam waktu-waktu tertentu. Karena itu akan timbul 
pertanyaan untuk apa pemilihan umum itu dilaksanakan dalam waktu 
waktu tertentu. Untuk Negara Indonesia setidaknya ada tiga macam 
tujuan Pemilu Legistlatif, yaitu: 
a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman 
dan tertib. 
b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 
c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga Negara. 
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Di lain pihak tujuan pemilu menurut Arbi Sanit sebagai berikut: 
a. Melaksanakan kedaulatan rakyat yang menjamin kepentingan 
semua golongan. 
b. Menentukan wakil rakyat yang sekaligus harus melayani penguasa 
dan rakyat secara seimbang. 
c. Membentuk pemerintahan perwakilan lewat OPP pemenang 
(tunggal atau oposisi). 
d. Pergantian atau pemgukuran elit penguasa. 
e. Pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi pemilihan umum.28 
 Berdasarkan pemahaman demikian, Parulian mengklasifiksikan 
adanya empat manfaat Pemilu sekaligus tujuan atau sasaran langsung 
Pemilu yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang 
abash,mencapai tingkat ketakwaan politik, pembudayaan politik dan 
pelembagaan politik. Keabsahan kekuasaan dan keterwakilan 
masyarakat terkait dengan tujuan pemilu sedangkan pembudayaan dan 
pelembagaan politik berkaitan dengancara Pemilu berlangsung. 
Sedangkan Arbi Sanit mengklasifikasikan ada empat fungsi Pemilu 
yakni legitimasi politik; terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik, 
dan pendidikan politik. 
 
                                                             
28 Dedi Mulyadi, Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia, 
Banung: Refika Aditama, 2013, hlm.60. 
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 Selanjutnya AS. Hikam menjelaskan bahwa: 
“melalui Pemilu legitimasi pemerintah dikukuhkan karena ia adalah 
hasil pemilihan warga Negara yang memiliki kedaulatan. Melalui Pemilu 
seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih fair 
karena keterlibatan warga Negara. Dengan Pemilu maka terjadi 
peragantian elit kekuasaan secara lebih adil karena rakyatlah yang 
langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat 
sebagai elit pemerintahan dan siapa yang tidak. Melalui Pemilu pula 
rakyat diberikan pendidikan tentang hak dan kewajiban dalam proses 
pemerintahan. Rakyat dapat berperan serta lebih aktif dalam proses 
pemerintahan berdasarkan mekanisme demokrasi yang disepakati.”29 
 Pada kenyataannya kemampuan seseorang ada batasnya.. 
karena itu adalah suatu hal yang sangat wajar kalau selalu terjadi 
pergantian pemerintahan. Karena itu pemilihan umum disebutkan 
bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah. Kata 
memungkinkan disini berarti tidak setiap kali dilaksanakan Pemilu harus 
ada pergantian pemerintahan, sebab mungkin saja terjadi suatu partai 
politik dalam sistem pemerintahan parlementer pemerintah untuk dua, 
tiga, atau empat kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan kata 
memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum itu harus 
membuka kesempatan yang sama untuk menang bagi setiap peserta. 
3. Sistem-Sistem Dalam Pemilu Legislatif 
 Pemilihan Umum adalah salah satu cara untuk menemukan wakil-
wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, DPD, dan DPRD maka 
dengan sendirinya terdapat beberapa system pemilihan umum, system 
                                                             
29Ibid, hlm.60. 
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pemilihan umum berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari 
sudut mana pandangan ditujukan terhadap kedaulatan rakyat, apakah 
ia dipandang sebagai individu yang bebas atau menentukan pilihannya 
dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat atau 
rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali 
tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam 
badan perwakilan rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri 
sebagai wakil rakyat. 
 Kinerja system pemilu dipengaruhi oleh bebarapa factor, misalnya 
kesadaran politik,tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat, 
keberagaman idiologi, etnis dan suku, kematangan partai, dan 
konsolidasi geografis. Kunci utama dalam memilih system pemilu 
adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit 
akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan.  
 Ben Reilly, menyatakan terkait hal itu ada sekurangnya 6 (enam) 
prinsip yang menjadi petunjuk dalammemilih system pemilu 
diantaranya.  
a. Sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap watak atau karakter 
persaingan kontestan. 
b. Sistem pemilu dapat denagn mudah dimanipulasi khususnya oleh 
parta-partai besar, untuk memperlancar perilaku politik tertentu. 
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c. Sistem pemilu dapat mempengaruhi jumlah dan ukuran relatif partai 
politik di parlemen. 
d. Sistem pemilu juga menentukan keterpaduan internal dan disiplin 
masing-masing partai. Sebagian sistem mendorong faksionalisme 
dan sebagian lagi memaksa partai-partai untuk bersatu suara dan 
menekan pembangkangan. 
e. Sistem pemilu bias mengarahkan pada pembentukan koalisi atau 
pemerintahan satu partai dengan kendala yang dihadapipartai 
mayoritas. 
f. Sistem pemilu dapat mendorong atau menghambat pembentukan 
aliansi diantara partai-partai dan bias pula memberi rangsangan 
kepada beberapa kelompok agar lebih bersifat akomodatif atau 
memberi dorongan kepada partai-partai untuk menghindari konflik 
berdasarkan ikatan etnik kesukuan dan kekerabatan.30 
 Kacung Marijan, berpendapat bahwa secara sederhana sistem 
pemilu dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu sistem proporsional dan 
sistem nonproporsional, yang terakhir ini sering disebut sistem distrik.31 
Secara umum dalam pelaksanaan sistem pemilu dikenal beberapa 
cara, diantaranya: 
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26 
a. Sistem perwakilan distrik / plurality / Majority/ single member 
constituencies. 
 Dinamakan sistem distrik karena wilayah Negara dibagi 
dalam distrik-distrik (dareh-daerah pemilihan) yang jumlahnya 
sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang 
dikehendaki. Umpamanya jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat  ditentukan 500 orang, maka wilayah Negara dibagi 
dalam lima ratus distrik pemilihan (daerah pemilihan, atau 
constituencies) jadi setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu 
orang wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu dinamalan 
sistem distrik, atau single member constituencies.  
Secara umum terdapat tiga karakteristik utama dari sistem 
distrik ini, diantaranya adalah: 
a) Sistem ini ditandai oleh konstituensi anggota tunggal 
(single member constituency). 
b) Persaingan dalam pemilihan pada setiap konstituensi 
adalah antar para calon dan bukan antar partai. Para 
pemilih hanya mencentang nama calon yang disukainya 
yang terdapat dalam kertas suara yang hanya 
mencantumkan nama calon dan kemudian 
memasukkannya kedalam kotak suara. 
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c) Calon yang berhasil adalah calon yang memperoleh suara 
terbanyak (most votes) dan bukan mayoritas suara 
(majority of votes). Dengan kata lain, calon yang memiliki 
suara terbesar dibanding dengan suara saingannya. 
 Banyak pakar yang menamakan sistem ini sistem 
mayoritas, karena untuk menemukan siapa-siapa yang dipilih 
sebagai wakil rakyat dari suatu distrik ditentukan oleh siapa 
yang memperoleh suara terbanyak dan itdak perlu mayoritas 
mutlak. 
 Pemilihan umum dilakukan sekali sejalan, suara-suaranya 
yang tidak terpilih dari suatu distrik pemilihan, tidak dapat 
digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik 
pemilihan yang lain, ini berarti bahwa setiap suara yang tidak 
mencapai mayoritas,yang juga berarti bahwa calon yang dipilih 
tidak terpilih, suara tersebut tidak dihitung atau menjadi hilang. 
 Hal lain yang tidak kalah pentingnya para calon biasanya 
sudah dikenal oleh pemilih sehingga calon yang terpilih benar-
benar diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan 
daerahnya. 
 R. William Liddle, dan Miriam Budiarjo kelemahan dalam 
sistem iniadalah kemungkinan terjadi wakil-wakil rakyat yang 
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duduk di badan Perwakilan Rakyat hanya akan 
memperjuangkan kepentingan daerahnya selalu ada, sebab 
seperti telah dijelaskan bahwaukuran bagi warga distrikdalam 
memilih calon mereka adalah yang dapat memperjuangkan 
kepentingan distriknya. Seharusnya seorang anggota badan 
Perwakilan Rakyat “belong to the nation” dan “speakfor the 
nation”namun setidak-tidaknyatetap ada anggapan umum 
bahwa anggota tersebut “represent the elector of his 
constituency”. Di samping itu karena penentuan pemenang 
didasarkan kepada siapa yang akan memperoleh suara yang 
terbanyak, sudah tentu suara yang tidak terpilih menjadi 
hilang, maka sudah dapat dipastikan bahwa golongan 
minoritas tidak akan pernah terwakili di Badan Perwakilan 
Rakyat atau juga bias sebaliknya bahwa pemenang 
sesungguhnya adalah minoritas. 
 Berdasarkan kelemahan tersebut maka salah satu upaya 
untuk menutupinya melalui sistem “multi member district” 
(distrik dengan keanggotaan lebih dari satu). Dalam sistem ini 
tidak hanya satu kursi yang diperebutkan di setiap distrik, para 
pemilih diberikan hak untuk memberikan suara kepada lebih 
dari satu calon dari kubu partai yang sama. Namun dalam 
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sistem ini ada kecenderungan yang menang adalah calon dari 
partai yang besar.  
b. Sistem Perwakilan Proporsional 
 Sistem perwakilan proporsional adalah sistem dimana 
presentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan 
kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan presentasi 
jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. 
 Miriam Budiarjo, menggaris bawahi ada dua kebaikan dari 
sitem proporsional ini meliputi: 
a. Sistem ini dianggap representative oleh karena jumlah 
wakil orsospol terpilih dalam suatu pemilu sesuai dengan 
imbangan jumlah suara yang diperolehnya 
b. Sistem ini dianggap lebih adil, karena semua golongan 
dalam masyarakat mempunyai peluang untuk 
memperoleh wakil di parlemen. 
 Disamping kelebihan juga tercatat berbagai kelemahan 
dalam sistem proporsional ini di antaranya: 
a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai, karena 
besar kemungkinan untuk memperoleh suara dalam 
pemilu untuk memperoleh kursi di parlemen, karena itu 
kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama 
apalagi berintegrasi. Banyak partai yang bersaing 
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menyulitkan munculnya mayoritas sederhana apalagi 
absolute dalam suatu pemilu. 
b. Sistem ini memberikan kedudukan yang kuat pada 
pemimpin orsospol dalam penentuan calon-calonnya 
c. Organisasi dan biaya sistem ini agak besar. 
 
4. Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif 
 Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima 
persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu 
harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga,pemilu haruslah 
inklusif. Keempat,pemilih harus diberi keleluasaan untuk 
mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam 
suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh 
informasi yang luas. DanKelima, penyelenggara pemilu yang tidak 
memihak dan independen.32 
 Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas 
penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga 
penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada 
satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat 
tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah 
bekerja berdasarkan asas ketidakberpihakan/netralitas/independen 
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ataukah bekerja secara tidak netral/berpihak pada satu subjek 
tertentu.33 
 Ihwal pemilu dan penyelenggara Pemilu telah tercantum dalam 
konstitusi, yaitu pada Bab VIIB Pasal 22E Perubahan Ketiga UUD NRI 
1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Pasal 22E 
antara lain mengandung ketentuan: 
1)Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali; 2)pemilu 
diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil 
presiden, dan anggota DPRD; 3)pemilu diselenggarakan oleh suatu 
Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.34 
 
Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut dapat 
dikatakanbahwa organisasi penyelenggara pemilu di Indonesia adalah 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.35 Ini bermakna bahwa Konstitusi Indonesia telah menyatakan 
sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada 
akhirnya mengharuskan dibentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap, 
dan mandiri, yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk 
menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD 
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 Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. 
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NRI 1945 telah memberi posisi legalkonstitusional bagi KPU sebagai 
lembaga negarayang bertugas menyelenggarakan pemilu. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya UU No. 15 
Tahun 2011)  mengatur ketentuan: 
“Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 
pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya KPU) dan 
Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, 
Presiden dan Wakil Presiden secara langsung rakyat serta untuk 
memilih gubernur,bupati dan walikota secara demokratis.”  
 
Selain Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya KPU) dan Badan 
Pengawas pemilu (selajutnya Bawaslu) terdapat satu lembaga lain 
yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2011 untuk 
menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas dan wewenangnya 
masing-masing yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(selanjutnya DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu 
kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dengan lembaga yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor bagi keberhasilan pemilu 
terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggalra pemilu itu 
sendiri yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggara pemilu. 
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- Komisi Pemilihan Umum 
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, 
tetap dan mandiri yang melaksanakan pemilu. 36  Wilayah kerja 
KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara 
berkesinambungan serta bebass dari pengaruh pihak manapun 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 37 
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berkedudukan di Ibukota 
Negara Republik Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 5 
(lima) orang.38 
Mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam 
penyelenggaraan pemilu anggoota DPR, DPD dan DPRD secara 
detai dirumuskan dalam Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2011,39 dalam 
menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam 
enyelnggaraan pemilu, KPU dibantu oleh KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) atau panitia Pemungutan Luar Negeri 
(PPLN) dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 
dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 
(KPPSLN). Terutama KPU, KPU Provinsi dan KPU 
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 Lihat Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum 
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 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
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 Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum 
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 Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
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Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan tetap dengan masa 
keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan 
sumpah/janji.40 
 
- Badan Pengawas Pemilu 
Pengawasan pemnyelenggara pemilu dilakukan oleh 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia SPengawas Pemilu 
Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota), Panita Pengawas 
Pemilu Kecamatan (Panwas Lecamatan), Pengawas pemilu 
Lapangan (PPL) atau Pengawas Pemilu Luar Negeri.41 Terutama 
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi kedudukannya bersifat tetap 
dengna masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pengucapan sumpah/janji. 42  Sedangkan Panwaslu 
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL/Pengawas 
Pemilu Luar Negeri bersifat ad hoc yang dibentuk paling lambat 1 
(satu) bulan sebelum tahapan penyelnggaraan pemilu dimulai dan 
berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan 
penyelnggaraan pemilu selesai. 43  Selanjutnya baik Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 
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 Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum 
41
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Kecamatan  dan PPL/Pengawas Pemilu Luar Negeri disingkat 
pengawas pemilu. 
Tugas dan wewenang pengawas pemilu sebagaimana 
diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 pada dasarnya mengawasi 
semua tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai tingkatannya. 
Dalam menjalankan tugas dan wwenangnya, setiap pengawas 
pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada 
pengawas pemilu yang tingkatannya berada diatasnya. Khusus 
Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan 
kepada Presiden, DPR dan KPU. 
Selain harus bersikap tidak diskriminatif dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya, pengawas pemilu sesuai 
tingkatannya berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran 
dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu baik pelanggaran 
terhadap ketentuan peraturna perundang-undangan pemilu 
maupun berkaitan dengan administrasi pemilu. Salah satu 
perkembangan mengenai kewenangan pengawas pemilu yang 
diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 adalah Bawaslu berwenang 
menyelesaikan sengketa pemilu dan kewenangan terakhir ini tidak 
terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2007.44 
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- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
Pengertian DKPP dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 22 UU 
No. 15 Tahun 2011yang berbunyi: 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat 
DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran 
kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan 
fungsi penyelenggaraan Pemilu.  
 
Tugas utama dari lembaga DKPP adalah berwenang menangani 
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP bersifat tetap 
dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun serta berakhir 
pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru dan 
berkedudukan di Ibukota Negara. 45  Keanggotaan DKPP terdiri 
dari 1 (satu) orang unsure KPU, 1 (satu) orang unsure Bawaslu, 1 
(satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR 
, 1 (satu) orang utusan pemerintah dan 4 (empat) tokoh 
masyarakta dalam hal jumlah utusan pastai politik yang ada di 
DPR berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat dalam 
hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah 
genap.46 
Kode etik penyelenggara pemilu disusun dan ditetapkan 
oleh DKPP dengan suatu peraturan DKPP untuk menjaga 
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kemandirian , integritas dan kredibilitas anggota KPU, KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan 
KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu 
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas 
Pemilu Luar Negeri. Peraturan kode etik penyelenggara pemilu 
bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota penyelenggara 
pemilu. Kode etik npenyelenggara pemilu tersebut harus telah 
ditetapkan dengan suatu peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) 
bulan sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.47 
 
D. Kampanye 
1. Pengertian Kampanye 
 Kampanye Pemilu Merupakan bagian dari pendidikan politik 
masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.48 
Definisi Kampanye secara eksplisit dirumuskan dalampasal 29 angka 
29 yang menyatakan bahwa kampanye Pemilu adalah kegiar=tan 
peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan 
visi, misi, dan program peserta Pemilu. Setiappeserta mempunyai 
jadwal, waktu, dan tempat pelaksanaan kampanye yang telah 
ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai 
tingkatannya. 
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 Adapun metode kampanye yang diperbolehkan dilakukan oleh 
pelaksana kampanye,peserta kampanye maupun petugas kampanye 
berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No.8 Tahun 2012 sebagai berikut: 
a. Pertemuan terbatas. 
b. Pertemuan tatap muka. 
c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. 
d. Pemasangan alat peraga di tempat umum. 
e. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik. 
f. Rapat umum. 
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Metode kampanye pemilu yang berupa “pertemuan 
terbatas”,”pertemuan tatap muka”, “penyebaran bahan kampanye 
kepada umum” dan pemsangan alat peraga di tempat umum” dapat 
dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan calon peserta pemilu 
sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. 
Sedangkan metode kampanye pemilu yang berupa “iklan media massa 
cetak dan media massa elektronik:, “rapat umum” dan “kegiatan lain 
yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan” dilaksanakan selama 21 hari dan 
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betakhir sampai dengan dimulainyamasa tenang. Masa tenang yang 
dimaksud berlangsung selama 3 hari sebelumhari pemungutan suara.49 
 
2. Kampanye diluar Jadwal. 
 Larangan melakukan kampanye diluar jadwal ini pengaturannya 
terdapat dalampasal 276 UU No. 8 Tahun 2012, yang berbunyi: 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu diluar 
jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud 
dalam PAsal83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah).” 
 
 Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 276 UU 
No.8 tahun 2012 tersebut diatas, sebagai berikut: 
a. Setiap orang. 
b. Dengan sengaja 
c. Melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan 
oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten untuk setiap Peserta 
Pemilu sebagaimana dimaksud dalampasal 83 ayat (2). 
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Setiap Orang 
 Unsur subjektif “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 276 
UU NO. 8 Tahun 2008 berbeda dengan “setiap orang” yang dimaksud 
dalam Pasal 273 UU.No. 8 Tahun 2012. Unsur “setiap orang” yang 
dimaksud dalam Pasal 273 UU No. 8 Tahun 273 adalah setiap orang 
yang berlaku umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
apabila perbuatannya memenuhi unsur yang telah dirumuskan. 
Sedangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 276 UU 
No.8 tahun 2012 adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan yang 
direntukan undang-undang untuk melaksanakan kampanye. 
 Sesuai ketentuan Pasal 78 UU No.8 Tahun 2012 secara eksplisit 
mengatur bahwa kampanye Pemilu DPR, DPR, dan DPRD dilaksanakan 
oleh pelaksana kampanye,peserta kampanye,dan petugas kampanye. 
Sedangkan metode kampanye yang boleh dilakukan oleh pelaksana 
kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye berdasrkan 
ketentuan Pasal 82 UU No.8 Tahun 2012 diantaranya adalah: 
(1) Pertemuan terbatas. 
(2) Pertemuan tatap muka. 
(3) Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum. 
(4) Pemasangan alat peraga di tempat umum. 
(5) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik. 
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(6) Rapat umum, dan 
(7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Jadi, yang dimkasud “setiap orang” dalam Pasal 276 UU No.8 
Tahun 2012 adalah seorang yang berkualifikasi sebagai pelaksana 
kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye. 
 Unsur “setiap orang” dalam Pasal 273 UU No.8 tahun 2012 
tidakdapat diterapkan untuk ketentuan pasal 276 UU No, 8 Tahun 2012. 
Sebaliknya unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 276 UU 
No. 8 tahun 2012 dapat diterapkan untuk ketentuan dalam Pasal 273 
No.8 Tahun 2012. Jadi, unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam 
Pasal 276 UU No. 8 Tahun 2012 adalah setiap orang yang 
berkualifikasi sebagai pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau 
petugas kampanye. 
 Pelaksana kapmanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 
Provinsi Kabupaten/Kota (Pemilu Legislatif) terdiri atas pengurus partai 
politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD 
Kabupaten/Kota, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi 
yang ditunjuk oleh peserta pemilu DPR, DPRD, dan organisasi yang 
ditunjukoleh peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota. Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPD terdiri 
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atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk 
oleh peserta Pemiluanggota DPD.  Sedangkan petugas kampanye 
Pemilu terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan 
kampanye Pemilu. 50  Pelaksana kampanye Pemilu anggota legislatif 
harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota.51 
 
Melakukan Kampanye di luar Jadwal. 
 Unsur perbuatan yang dilarang dalampasal 276  UU No. 8 Tahun 
2012 adalah dengan sengaja “melakukan kampanye diluar jadwal” yang 
telah ditetapkan oleh KPU, KPUProvimsi, dan KPU Kabupaten/Kota 
untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 
ayat (2).perumusan unsur “dengan sengaja” sebelum perbuatan yang 
dilarang dalam Pasal 276 adalah melakukan kampanye diluar jadwal 
yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 ayat (2) dilakukan dengan kesengajaan. Kesengajaan 
melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 276 merupakan 
kehendak atau niat si pelaku untuk tidak mematuhi jadwal kampanye 
                                                             
50 Pasal 79 UU No. 8 Tahun 2012. 
51 Pasal 79 jo Pasal 80 UU No.8 Tahun 2012 
43 
yang telahi ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. 
 Dalam pasal 83 ayat (2) mengatur metode kampanye Pemilu yang 
berupa: (1) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; (2) 
Rapat umum; dan (3) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan 
kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir dengan dimulainya masa 
tenang. Pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan selama 21 hari 
pada dasarya merupaan periode atau jangka waktu pelaksanaan 
tahapan kampanye. Masing-masing peserta Pemilu mempunyai waktu, 
jadwal, dan tempat pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oeh KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 
 Pengaturan mengenai metode kampanye berupa ”rapat umum” 
secara tegas telah dirumuskan dalam pasal 85 jo Pasal 82 huruf (f), 
sebagai berikut: 
a. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu 
secara nasional diatur dengan peraturan KPU. 
b. Waktu, tanggal,dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum 
bagi anggota DPR dan DPD ditetapkan dengan keputusan KPU 
setelah KPU berkorordinasi dengan peserta pemilu. 
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c. Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum 
bagi DPRD ditetapkan dengan keputusan KPU Provunsi setelah 
KPU Provinisi berkoordinasi dengan peserta Pemilu. 
d. Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum 
bagi anggota DPRD Kabupaten’Kota ditetapkan dengan 
keputusan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta 
Pemilu. 
 Dengan demikian, kesengajaan pelaku untuk melakukan 
kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai denagn tingkatannya 
merupakan kehendak atau niat pelaku itu sendiri tidak mematuhi 
jadwal yang ditetapkan tersebut. Adanya kesengajaan melakukan 
perbuatan yang dilarang Pasal 276 dapat dilihat dari tiga hal. 
Pertama, pelaku sebenarnya mempunyai pengetahuan dan kesadaran 
atau paling tidak dapat menduga bahwa pelaksanaan kampanye yang 
dilakukan bukan merupakan jadwalnya atau diluar jadwal yang telah 
ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya. 
Kedua, pelaku mengetahui atau paling tidak dapat menduga bahwa 
waktu pelaksanaan kapmanye yang dilakukan merupakan jadwal 
kampanye bagi peserta Pemilu yang lain. 
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Ketiga, pelaku mengetahui atau paling tidak dapat menduga bahwa 
kampanye yang dilaksanakan sebenarnya dilarang atau tidak 
dibolehkan oleh peraturan KPU maupun undang-undang Pemilu (UU 
No, 8 tahun 2012) yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya 
terutama melanggar pasal 276. 
  
46 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian. 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, lokasi 
penelitian yang dipilih yaitu di wilayah Provinsi Sulawesi Selatandengan 
pertimbangan bahwa objek permasalahan yang dibahas bertempat di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, penentuan lokasi penelitian 
tersebut juga didasarkan pada judul skripsi yang diambil penulis, 
dengan harapan mempermudah perolehan data yang dibutuhkan 
penulis dalam penelitian.  
 Adapun tempat penelitian tersebut adalah Kantor Badan 
Pengawas Pemillu (Bawaslu) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 
– Barat (POLDA SULSELBAR). Pemilihan tempat atau lokasi penelitian 
ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan objek 
permasalahan dalam penulisan skripsi ini.  
 
B. Jenis dan Sumber Data. 
 Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 
dibagi menjadi dua jenis data yaitu: 
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa: 
data pelanggaran “kampanye diluar jadwal”pada penyelenggaraan 
pemilihan umum anggota legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan 
serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. 
2. Data sekunder,yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, 
dalam hal ini aparat kepolisian selaku penindak pelanggaran 
Pemilu Legislatif dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  dan 
menelaah sumber-sumber lain melalui buku, jurnal, ilmiah, laporan 
penelitian, majalah dan situs internet yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data. 
 Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam 
penelitian adalah: 
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur 
untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data 
dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catata 
laporan-laporan, jurnal, buku-buku, media elektronik dan bahan-
bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
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D. Analisis data. 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur data 
mengorganisasikannya ke Dallam kategori dan kesatuan urutan dasar. 
Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
kampanye diluar jadwal pada penyelenggaraan pemilihan umum 
anggota legislatif. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pasal 83 Undang-
Undang Pemilu Legislatif yang Terjadi di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang bahwa 
pelanggaran dalam pemilu caleg khususnya kampanye diluar jadwal 
terjadi karena kesengajaan. 
Terjadinya kampanye diluar jadwal tentunya didorong atau 
disebabkan oleh berbagai faktor. Dari hasil penelitian, telah dicoba 
untukmenjawab faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya  
kampanye diluar jadwal. Faktor-faktor tersebut bukan hanya berasal 
dari caleg tersebut, tetapi juga berasal dari para pendukung maupun 
partai dari caleg tersebut berasal. 
Berdasarkan hasil wawancara di POLDA SULSELBAR dengan 
Ipda Sirajuddin, S.H, bahwa: 
Secara umum para caleg melakukan jenis pelanggaran kampanye 
diluar jadwal karena ingin mendapatkan banyak suara. Jika caleg 
memliki banyak waktu untuk melakukan kampanye, makan semakin 
banyak masyarakat yang mengenal caleg tersebut, sehingga caleg 
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memiliki peluangyang besar untuk mendapatkan banyak suara dalam 
pemilu. 
Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran 
kampanye di luar jadwal, yaitu: 
a. Faktor Lokasi. 
Faktor lokasi merupakan salah satu penyebab terjadinya 
pelanggaran kampanye di luar jadwal. Lokasi/domisili caleg yang 
berbeda-beda atau nerjauhan menjadi penyebab caleg mudah 
melakukan kampanye di saat caleg yang lainnya melakukan 
kampanye yang telah dijadwalkan. Lokasi yang sulit dijangkau oleh 
pengawas Pemilu untuk mengawasi juga secara tidak langsung 
memberikan kesempatan pada caleg untuk melakukan kampanye 
dengan leluasa walaupun bukan pada jadwalnya. 
b. Faktor Lingkungan. 
Faktor lingkungan dalam hal ini adalah keluarga dan juga partai 
pendukung dari caleg tersebut. Pelanggaran kampanye di luar 
jadwal tidak seutuhnya dilakukan langsung oleh caleg yang 
bersangkutan. Anggota dari partai pendukung di mana caleg 
berasal dan sanak keluarganya juga berperan dalam pelanggaran 
kampanye di luar jadwal. Misalnya pada saat pemasangan alat 
peraga di tempat umum harus dilakukan oleh banyak orang agar 
cepat dan mudah disosialisasikan ke masyarakat. 
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 Adapun data yang diperoleh dari lokasi penelitian mengenai kasus 
pelanggaran pasal 83 Undang-Undang Pemilu Legislatif (Kampanye di 
luar jadwal) yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 
terdapat beberapa caleg yang melakukan pelanggaran, tentu sangat 
menghawatirkan sehingga memerlukan perhatian dan penanganan. 
 
 
Data Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Pada Pemilu Caleg 
di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2014 
 
No Kesatuan Laporan 
Polisi 
Perkara Tersangka Ket. 
1. DIT 
RESKRIM
U M 
POLDA 
SULSES 
LP/33/I/20 
14/DIT 
RESKRIM
U M 
POLDA 
SULSEL 
TGL 20 
JANUARI 
2014 
MELAKUKAN 
KAMPANYE 
MELALUI MEDIA DI 
LUAR JADWAL 
DAN MELANGGAR 
PASAL 276 YO 
PASAL 83 UU NO.8 
TAHUN 2012 
SDR. YASIR 
MAHMUD SE 
CALEG DPR RI 
PARTAI 
GERINDRA 
TAHAP 2 
DGN 
PUTUSAN 1 
BLN 
PENJARA, 
DENDA 
SEBESAR 
RP.5 JUTA 
DGN MASA 
PERCOA=B
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AAN 2 
BULAN 
2. POLRES 
TANA 
TORAJA 
LP/02/IV/2 
014/GAKK 
UMDU, 
TGL 02 
APRIL 
2014 
PADA HARI RABU 
TANGGAL 26 MARET 
2014, MELAKUKAN 
KAMPANYE 
SEMENTARA PADA 
SAAT ITU BUKAN 
JADWAL KAMPANYE 
YANG DITETAPKAN 
OLEH KPU PROVINSI 
SULSEL/ KAMPANYE 
DILUAR JADWAL 
DAN 
MENGGUNAKAN 
FASILITAS 
PEMERINTAHAN 
MELANGGAR PASAL 
276 JO PASAL 8 
Ir. SIMON 
PAYUNG 
UMUR 48 
TAHUN, 
WIRASWAST
A Jl. TAMAN 
SUDIANG 
INDAH BLOK 
NO 12 BLOK 
14 
MAKASSAR/ 
CALON 
LEGISLATIF 
DARI PARTAI 
NASDEM NO. 
URUT 2 
DAPIL 4 
TAHAP 2 
P21 
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AYAT (2) TENTANG 
KAMPANYE DI LUAR 
JADWAL DAN PASAL 
299 JO PASAL 86 
AYAT (1) HURUF (h) 
TENTANG 
PENGGUNAAN 
FASILITAS 
PEMERINTAH UU NO 
8 TAHUN 2012 
SULSEL) 
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan 
Direktur Reserse Kriminal Umum Tahun 2015 
Berdasarkan uraian pada tabel 1 di atas, maka pemilu caleg pada 
tahun 2014 yang ditemukan atau ditindaklanjuti oleh pihak POLDA 
SULSEL terdapat dua kasus. 
Adapun hasil wawancara di BAWASLU dengan Pak Abdullah, 
S.H, mengatakan bahwa penetapan-penetapan dalam Pemilu sudah 
ada, tetapi tetap saja dilanggar oleh para caleg agar mendapatkan 
banyak suara dalam pemilu. 
Jelas di sini dapat dikatakan bahwa para caleg mengetahui semua 
penetapan-penetapan yang ada dalam proses pemilu, namun dengan 
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sadar dan dengan sengaja tetap saja dilakukan agar bisa mendapatkan 
suara terbanyak dalam pemilu. 
Tabel 2. 
Temuan Dugaan Kampanye Di Luar Jadwal Pada Pemilu Caleg di 
Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2014 
No Tanggal Nomor Temuan Tersangka Ket. 
1. 27 Oktober 
2013 
03/TM/PILEG/Bawaslu-
Sulsel/X/2013 
Deniary R. 
Alwi Hamu. 
Kampanye Media 
Massa Diluar Jadwal 
2. 27 Oktober 
2013 
04/TM/PILEG/Bawaslu-
Sulsel/X/2013 
Nasruddin 
Rusly 
Kampanye Media 
Massa Diluar Jadwal 
3. 13 Januari 
2014 
002/TM/PILEG/Bawaslu-
Sulsel/I/2014 
Yassir 
Mahmud 
Kampanye Media 
Massa Diluar Jadwal 
4. 13 Januari 
2014 
003/TM/PILEG/Bawaslu-
Sulsel/I/2014 
Adnan 
Purichta 
Ichsan YL. 
Kampanye Media 
Massa Diluar Jadwal 
Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2015 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu caleg 
dengan inisial “YM” dari Partai “G” mengatakan bahwa: 
“saat itu saya hanya menyuruh tim sukses untuk membuat website 
yang memuat slogan, tetapi ternyata tanpa sepengetahuan saya, 
mereka mencantumkan visi, misi, dan program kerja saya, sehingga 
memenuhi unsur-unsur kampanye” 
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Adapun juga wawanara dengan beberapa tim sukses dari partai 
“H” dan “G” yang dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang melakukan 
kampanye di luar jadwal bukan dilakukan langsung oleh caleg yang 
bersangkutan, tetapi dilakukan oleh tim sukses dari partai 
pendukungnya. 
Adapun tindak lanjut dari temuan maupun laporan tersebut di atas 
yang memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilu yaitu: 
Tabel 3. 
Tindak Lanjut Dari Temuan dari Tabel 2 Yang Memenuhi Unsur-
Unsur Dugaan Pelanggaran Pemilu 
No Nomor 
Temuan 
Uraian 
Singkat 
Kejadian 
Status 
Laporan/ 
Temuan 
Instansi 
Yang 
Dituju 
Tindak Lanjut 
dari Hasil 
Penelusuran 
Administra si 
dan Kode Etik 
Tindak Lanjut Pidana 
Pemilu 
Putusan 
Pengadilan 
Nomor 
Putusan 
1. 002/TM/
PILEG/
Bawasl
u-
Sulsel/I/
2014 
Dugaan 
Kampan
ye 
Diluar 
Jadwal 
(iklan di 
media 
massa) 
Diterusk
an Ke 
POLDA 
SULSEL
BAR 
POLDA 
SULSE
LBAR 
 Vonis 1 
Bulan, 
Denda 5 
Juta 
Rupiah 
 
Sumber: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2015 
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Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa pada 
Pemilu Caleg tahun 2014 tercatat ada 4 laporan tentang tindakpidana 
pemilu kampanye diluar jadwal, tetapi di antara 4 laporan tersebut tidak 
semua laporan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian karena hanya1 
kasus yang dapat dilanjutkan dan dipidana. 
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B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Untuk 
Menanggulangi Terjadinya Pelanggaran Pasal 83 Undang-
Undang Pemilu Anggota Legislatif Yang Terjadi Di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa 
terjadinya kampanye di luar jadwal disebabkan oleh beberapa faktor. 
Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut 
dapat dicegah dan diatasi. 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BAWASLU yaitu 
dilakukannya pengawasan. Dalam hal ini upaya pengawasan dilakukan 
untuk mencegah dan menindaki terjadinya pelanggaran. 
1. Pencegahan 
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pemilu Legislatif 
khususnya pelanggaran kampanye di luar jadwal, dilakukan kegiatan 
sosialisasi. Hal-hal yang disosialisasikan yaitu: 
- Jadwal 
- Aturan-aturan 
- Sanksi. 
Dalam hal pengawasan pihak BAWASLU telah melakukan 
berbagai kegiatan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-
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pelanggaran dalam pemilihan caleg khususnya pelanggaran kampanye 
di luar jadwal, antara lain: 
a. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilu 2014 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 20 Desember 
Tahun 2013. 
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah: 
a) Maksud 
Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi 
Persiapan Pengawasan Pemilu Tahun 2014 adalah: 
Pengembangan kerjasama serta Koordinasi Kelembagaan 
Antara lembaga pengawas dalam hal ini Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Organisasi Masyarakat Sipil(OMS), 
Perguruan Tinggi, SMU/SMK Sederajat dan Media Massa di 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal mewujudkan Pengawasan 
Partisipatif untuk mensukseskan pemilu Anggota DPRRI, DPD, 
dan DPRD Provinsi Tahun 2014 
b) Tujuan 
1. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang 
Jujur, Adil dan Transparan. 
2. Memperkenalkan Bawaslu pada masyarakat agar 
masyarakat mengenal dan memahamitugas Bawaslu 
serta bersedia mendukung kerja-kerja Bawaslu dalam 
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menjalankan tugas pengawasan pemilu, sekaligus 
meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan 
indikasi pelanggaran pelaksanaan pemilu. 
3. Terwujudnya Koordinasi Kelembagaan dan Adanya 
Persamaan Perspektif pengawasan yang 
berkesinambungan antara lembaga pengawas Pemilu 
dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, 
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Perguruan Tinggi, 
SMU/SMKsederajat dan Media Massa di Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam hal mewujudkan pemilu tahun 
2014 yang Jujur, Adil dan Transparan. 
b. Launching dan Sosialisasi Persiapan Pengawasan Pemilu 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2013. 
Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah: 
a) Maksud dari Pelaksanaan Kegiatan Ini Adalah: 
Memperkenalkan kepada masyarakat pemilih untuk mengenal 
tugas-tugas dari pengawasan dalam hal ini Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Selatan, dan memberikan penjelasan tentang 
persiapan pengawasan pemilu kepada masyarakat serta 
menumbuhkan minat kepada seluruh jajaran masyarakat untuk 
terlibat dalam mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. 
b) Tujuan : 
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1. Untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisi-
patif dengan upaya penyamaan persepsi di antara para 
stakeholder dan sekaligus meningkatkan kesadaran untuk 
berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan 
tahapan pemilu. 
2. Mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga 
pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam 
hal persiapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 
3. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang 
Jujur, Adil dan Transparan. 
c. Pokja (Pelaksanaan Kelompok Kerja) Kerjasama Pengawasan 
Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan November-Desember 2013 
sebanyak 3 (tiga) kali rapat Pokja. Adapun maksud dan tujuan dari 
kegiatan ini adalah: 
a) Maksud 
Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pokja Kerjasama 
Pengawasan Pemilu Tahun 2014 adalah: 
Adanya  pencapaian kerjasama pengawasan antara Bawaslu 
Provinsi Sulawesi Selatan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), 
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta SMU/Madrasah 
Sederajat yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of 
Understanding (MoU) Kerjasama Pengawasan. Penyediaan 
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database Perguruan Tinggi dan OMS sebagai pendukung data 
kerjasama pengawasan untuk merekrut sejuta relawan Pemilu di 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
b) Tujuan. 
1. Untuk mengoptimalkan pencapaian pengawan pertisipasif 
dengan upaya penyamaan persepsi antara Bawaslu Provinsi 
Sulawesi Selatan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), 
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta SMU/Madrasah 
sederajat. 
2. Mengupayakan dukungan secara optimal dari lembaga 
pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam hal 
persiapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 
3. Adanya dukungan dalam hal program Bawaslu dalam 
mencapai tujuan satu juta relawan pengawas Pemilu. 
4. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang 
Jujur, Adil dan Transparan. 
 
2. Penindakan. 
Penindakan dilakukan apabila dalam proses hingga 
penyelenggaraan pemilu caleg terjadi pelanggaran. Penindakan yang 
dilakukan yaitu pemberian sanksi terhadap pihak yang bersangkutan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, akhirnya 
penulis menarik kesimpulan, yaitu: 
1. Faktor penyebab terjadinya kampanye di luar jadwal pada pemilu 
legislatif bukan sepenuhnya karena caleg yang bersangkutan, 
tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lokasi, 
dan faktor lingkungan. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi 
atau melatarbelakangi terjadinya kampanye di luar jadwal di 
Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga diperlukan tindakan 
pencegahan berupa pengawasan yang ketat sehingga tidak 
terjadi pelanggaran lagi dalam pemilu bukan bagi calegnya saja, 
tetapi juga bagi tim suksesnya. 
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan 
dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
menanggulangi tindak pidana Pemilu dalam hal ini kampanye di 
luar jadwal yaitu diadakannya pencegahan dan penindakan, di 
mana dalam hal pencegahan dilakukan kegiatan sosialisasi dalam 
berbagai jenis kegiatan dan dalam hal penindakan hanya 
diberikan sanksi namun sanksi tersebut masih terhitung ringan. 
63 
B. Saran. 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis 
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Dari beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
kampanye di luar jadwal pada pemilu legislatif di Provinsi 
Sulawesi Selatan, maka diharapkan kepada pihak yang 
berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 
secara terpadu dan ditingkatkan secara terus menerus dengan 
melibatkan peran serta masyarakat. 
2. Diharapkan kepada pihak yang berwenang dalam menangani 
kasus pelanggaran pemilu legislatif agar bersungguh-sungguh 
dalam penanganannya dan melibatkan petan serta masyarakat 
karena yang dirugikan adalah masyarakatdan juga Negara. 
3. Dalam kegiatan sosialisasi sebaiknya melibatkan dan bisa 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan dalam hal 
pengawasan diharapkan agar lebih diperketat, agar tercipta 
Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil 
sesuai dengan asas pemilu yang berlaku. 
4. Dalam hal penindakan sebaiknya juga dilakukan penangkapan, 
karena selama ini apabila ditemukan adanya pelanggaran hanya 
dilakukan pemanggilan bagi pihak yang terkait namun 
pemanggilan tersebut rata-rata tidak dipenuhi oleh pihak yang 
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bersangkutan, serta pemberian sanksi yang berat terutama dalam 
hal sanksi administratif, agar memberikan efek jera bagi pelaku 
pelanggaran kampanye di luar jadwal. 
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